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PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2018       

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap beberapa jenis dan format tata 

naskah dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas dan Kearsipan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi 

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 90); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun  Klimatologi,  dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1740); 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1529); 
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9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1741); 

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN 

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1.  Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 

dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

2.  Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 

3.  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 

selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 
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4.  Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional, logo, dan cap 

dinas. 

5.  Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak 

dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk 

menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 

6.  Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya. 

7.  Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

 

BAB II 

TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan acuan bagi 

seluruh unit kerja pada kantor pusat dan Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan BMKG dalam penyusunan Naskah Dinas 

untuk menunjang kelancaran komunikasi tulis kedinasan 

yang efektif dan efisien. 

 

Pasal 3 

Dalam penyusunan Tata Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, harus dilakukan dengan 

memperhatikan asas: 

a. efektif dan efisien; 

b. pembakuan; 

c. pertanggungjawaban; 

d. keterkaitan; 

e. kecepatan dan ketepatan; dan 

f. keamanan. 
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Pasal 4 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Badan ini meliputi: 

a. jenis dan format Naskah Dinas; 

b. pembuatan Naskah Dinas; 

c. pengamanan Naskah Dinas;  

d. Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas; dan 

e. pengendalian Naskah Dinas. 

 

BAB III 

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

 

Pasal 5 

Naskah Dinas di lingkungan BMKG terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan; 

b. Naskah Dinas korespondensi; 

c. Naskah Dinas khusus; 

d. laporan; dan 

e. telaahan staf. 

 

Pasal 6 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani 

dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, 

penetapan, dan penugasan. 

 

Pasal 7 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

terdiri atas: 

a. Naskah Dinas pengaturan; 

b. Naskah Dinas penetapan/keputusan; dan 

c. Naskah Dinas penugasan. 

 

Pasal 8 

(1) Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a terdiri atas: 

a. peraturan; 
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